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BERITA ACARA

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SARIKEMUNING

DAN

KEPALA DESA SARIKEMUNING

NOMOR:100.3.7/7/427.92.02/2025

NOMOR:100.3.7/7 /427.95.14/2025

Pada hari ini Jumʼat tanggal Dua Delapan bulan November tahun Dua Ribu

Dua Lima, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama MISTO

Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sarikemuning
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan

Desa Sarikemuning selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama

Jabatan

: NAWI, S.H

: Kepala Desa Sarikemuning
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa

Sarikemuning, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA Menyepakati Peraturan

Sarikemuning tentang:

Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Desa

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

PIHAK KEDUAPIHAK KESATU

KEPALA DESA SARIKEMUNING

AH KABUPATEN LUMAJÁN
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PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

KEСAMATAN SENDURO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

SARIKEMUNING

Jalan Raya Sarikemuning No. 145 Telp. -

KEPUTUSANBADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NOMOR:100/ 7 /427.95.14/2025

TENTANG

PERSETUJUAN PERATURAN DESA TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DESA dan BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAAN 2026

MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SARIKEMUNING

Menimbang: a.

Mengingat

bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Desa

dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 telah disepakati
dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa

Sarikemuning dan Kepala Desa Sarikemuning yang

dilaksanakan pada hari Jumʼat tanggal Dua Puluh Delapan

bulan November tahun 2025 dengan pengkajian, penelaahan
dan pembahasan, untuk ditetapkan menjadi Rancangan
Peraturan Desa;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan

Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Peraturan Desa
tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan Desa dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Desa;

: 1. Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentangDesa;
2.

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa sebagaimana telah di ubah beberapa kalinya
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

5.

6.

7.

tentang Pedoman Pembangunan Desa;

114 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016

Tentang Kewenangan Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016

tentang Badan Permusyawaratan Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

KESATU: Persetujuan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Desa

dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan
Desa.

KEDUA Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan

kepada Yth.

1. Bupati Lumajang;

Ditetapkan di Sarikemuning
pada tanggal 28 November 2025

KETUA RADAN PERMUSYAWARATAN

BADANERMUSYAR
SARIKEMUNING

2. Kepala Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa;

3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah;

4. Camat Senduro

DESA SARIKEMUNING

KECAMATAN SENDUFO
MISTO
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KEPALA DESA SARIKEMUNING

KABUPATEN LUMAJANG

PERATURAN DESA SARIKEMUNING

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DESA dan BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAAN 2026

Menimbang : a.

Mengingat

b.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SARIKEMUNING

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud

dari pengelolaan Keuangan desa dilaksanakan secara terbuka

dan bertanggung  jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran

masyarakat desa;

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran 2026 termuat dalam peraturan desa tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip

kebersamaan, Efesiensi, Berkeadilan Berkelanjutan

Berwawasan ,lingkungan dan kemandirian sehingga

menciptakan landasan kuat dalam mela;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang

Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa Tahun

Anggaran 2026 dengan Peraturan Desa;

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

laroturon Pa haran
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8.

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

158);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata

Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

159);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 1037);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016,

tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016

tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran

Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor

83);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah

Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 122)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan tentang Daerah

Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023

(Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 Nomor

1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor

142);
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2.

3.

4.

5.

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6801);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024

Nomor 77);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang - undang Nomor 6 Tahun

2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Peraturan PPemerintah Nomor

43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2016

tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014,

tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014

tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman

Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala
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16. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2017 tentang

Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten

Lumajang Tahun 2017 Nomor 31, Tambahan Berita Daerah

Kabupaten Lumajang Nomor 4);

17. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2017 tentang

Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah

Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 42);

18. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2018 tentang

Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan

Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten

Lumajang Tahun 2018 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah

19.

Kabupaten Lumajang Nomor 11);

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah

Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 59) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31

Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati

Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten

Lumajang Tahun 2024 Nomor 31);

20. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2021 tentang

Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa;

21. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 78 Tahun 2021 tentang

Pengelolaan Aset Desa;

22. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 53 Tahun 2025 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2026;

23. Peraturan Desa Sarikemuning Nomor 4 Tahun 2018 tentang

Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan

Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa

Sarikemuning Tahun 2018 Nomor 3);

24. Peraturan Desa Sarikemuning Nomor 3 Tahun 2023 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa

(Lembaran Desa Sarikemuning Tahun 2023 Nomor 3);

25. Peraturan Desa Sarikemuning Nomor 3 Tahun 2025 tentang

Perubahan Atas Peraturan Desa Kandangan Nomor 2 Tahun

2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

(RPJMDes) Tahun 2021-2029 (Lembaran Desa Sarikemuning

Tahun 2025 Nomor 3).
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Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SARIKEMUNING

dan

KEPALA DESA SARIKEMUNING

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026

dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Desa Rp. 1.950.006.665,00

b. Belanja Desa Rp. 1.774.898.608,07

Surplus/ Defisit Rp. 175.108.056,93

c. Pembiayaan Desa

1. Penerimaan Pembiayaan Rp. 3.027.143,00

2. Pengeluaran Pembiayaan

Selisih Pembiayaan (a-b)

Rp. 178.135.200,00

Rp. (175.108.056,93)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APB Desa

b. Daftar penyertaan modal (Jika tersedia);

c. Daftar dana Cadangan (jika tersedia); dan

d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran

sebelumnya (jika ada).
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Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional

pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk

penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan

bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia

anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam peraturan Desa

tentang perubahan APB Desa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi

kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah

Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam

rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar

biasa dan/atau permasalahan sosial, dan;

e. berskala lokal Desa.

Dalam hal terjadi:

Pasal 6

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada

tahun berjalan;

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek

belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya

menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

dan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan

perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan

memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7
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Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan

Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Sarikemuning.

Diundangkan di Desa Sarikemuning
Pada tanggal 29 Desember 2025

SEKRETARIS DESA SARIKEMUNING
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SEKDETARIAT ING

2 SAR

A
N
G
 

O
R

ERINA FATMAWATI

Ditetapkan di Sarikemuning

pada tanggal 29 Desember 2025

KEPALA DESASARIKEMUNING
H KADATEN

PE
ME
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А

KEPANAD
SARKE

NAWI SH

TECAMATAN SENOU

LEMBARAN DESA SARIKEMUNING TAHUN 2025 NOMOR 7
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LAMPIRAN

PERATURAN DESA SARIKEMUNING

NOMOR 7

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SARIKEMUNING

TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes: APBDES AWAL

KODE REK URAIAN

1 2

ANGGARAN

(Rp)
KETERANGAN

3 4

4. PENDAPATAN

4.1. Pendapatan Asli Desa 86.000.000,00

4.2 Pendapatan Transfer 1.864.006.665,00

4.3 Pendapatan Lain-lain 0.00

JUMLAH PENDAPAТАN 1.950.006.665,00

5. BELANJA

5.1. Belanja Pegawai 475.958.300,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 516.999.508,07

5.3. Belanja Modal 648.740.800,00

5.4. Belanja Tidak Terduga 133.200.000,00

JUMLAH BELANJA 1.774.898.608,07

SURPLUS/ (DEFISIT) 175.108.056,93

6. PEMBIAYAAN

6.1. Penerimaan Pembiayaan 3.027.143,07

6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 3.027.143,07

6.2. Pengeluaran Pembiayaan 178.135.200,00

6.2.2. Penyertaan Modal Desa 177.935.200,00

6.2.3 Setor Kembali Pendapatan Transfer 200.000.00

PEMBIAYAAN NETTС (175.108.056,93)

SISA LEВІН РЕМВIAYAAN ANGGARAN 0,00

Printed by Siskeudes 06/01/2026 05:56:08

TАR KABUPSARIKEMUNING, 29 Desember 2025
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